
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 32 TAHUN 2A2t
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS

DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3g rahun
2016 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tah:un 2a21 telah
ditetapkan susunan organisasi Dinas-Dinas Daerah

Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 061/S863/OTDA tanggal 10

september 2021 Hal Persetujuan penyederhanaan

struktur organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera utara, peraturan

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan

Gubernur tentang Perubahan Keenam Atas peraturan

Gubernur sumatera utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang
susunan organisasi Dinas-Dinas Daerah provinsi

Sumatera Utara;

1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor ?q Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan

Mengingat
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Perubahan peraturan pembentukan propinsi sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19s6
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1lO3);

3' undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
sipil Negara (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun
2oL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor Sa9fl;

4- undang-undang Nomor 23 Tahun 2al4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2aA Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ssgz) sebagaimana
telah drubah beberapakali terakhir dengan unclang-
Undang Nomor 11 Tahun 2o2o tentang cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201s Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1g rahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2CIL6 Nomor 114, Tambahan Lembaran Nega_:-a

Republik indonesia Nomor s8g7) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor T2 Tahun
2019 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2otg Nomor
L87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6aO2|;

5. Peraturan Mentcri Dalarn Ncgeri Nc,r,or go ratrun 2o15
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Daiam Negeri Nomor 120 Tahun 2a18 tentang perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun
2015 tentang Pernbentukan produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor tSTl;
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7 ' Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 2a rahun 2o1g tentang
Pedoman Evaruasi Kerembagaan Instansi pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201g Nomor
41)\.t L4)7

8- Peraturan Menteri Dalam Negeri Noryor 99 Tahun 201g
tentang Pembinaan dan pengendaiian perangkat Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2olg Nomor
i53e);

9' Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor zs rahun 2a2r tentang
Penyederhanaan Struktur organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Pen3rsdeliranaan Reformasi Birokra-si
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun zo2r Nomor
5aQ;

10. Peraturan Daerah

Pembentukan dan susunan perangkat Daerah provinsi
sumatera utara (Lembaran Daerah provinsi sumatera
utara Tahun 2016 Nomor b, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Surnater-a Utara- Nomor 32);

11. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang
susunan organisasi Dinas-Dinas Daerah provinsi
Sumatera utara (Berita Daerah provinsi sumatera Utara
Tahun 2076 Nomor 39) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan peraturan Gubernur
Sumatera utara Nomor 9 Tahun 2o2l tentang perubahan

Kelima atas Peraturan GuLrernur sumatera LItara Nomor
38 Tahun 2015 tentang sus,rran orga'isasi Dinas-Dinas
Daerah Provinsi sumatera Utara (Berita Daerah provinsi

Sumatera Utara Tahun 2A2l Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEENAM

ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR

38 TAHUN 2016 ?ENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS-

DINAS DAERAH PROWNSI SUIVIATERA UTARA.

Nomor 6 Tahun 2A16 tentang

Menetapkan
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Pasai I

Beberapa ketentuan tialam Peraturan Gubernur Sumatera

Utara Nomor 38 Tahun 2O16 tentang Susunan Organisasi

Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A16 Nomor 39) sebagaimana

telah diubrah beberapakaii terakhir dengan Peraturan

Gubernur:

a. Nomor 14 Tahun 2Al7 (Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2A17 Nomor 14);

b. Nomor 56 Tahun 2Al7 (Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2A17 Nomor 56);

c. Nomor 6 Tahu-n 2Al8 {Berita Daerah Prorrinsi Su_matera

Utara Tahun 2018 Nomor 6)

d. Nomor 19 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2018 Nomor 19);

e. Nomor 9 Tahun 2A21 (Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2A2l Nomor 9)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat {4} dan ayat {5} Pasai 3 diubah sehingga

berbunyi sebagai trerikut:

Pasal 3

(1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan
bertanggung jar,vab kepada Gubernur melaiui
Sekretaris Daerah.

{2} Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan

urusan pemerintahan -yang menjadi kervenangan dan
tugas pemba-ntu.an.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Dinas Pendidikan menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan manajemen pendidikan

menengah kurikulum pendidik dan

ketenagapendidikan, perizinan pendidikan, bahasa

dan sastra sesr:.ai dengan lingkup bidang tugasn;.a..
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b. pelaksalaaan

menengah

kebijakan manajemen Pendidikan

kurikulum Pendidik dan

ketenagapendidikan, perizinan pendidikan' bahasa

dan sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya'

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan manajemen

pendidikan menengah kurikulum pendidik dal

ketenagapendidik an, perizi.nan p.ndidiL"n, bahasa

dan sastra sesuai dengan lingkup tugasnya'

d. peiaksanaan administrasi manajemen pendidikan

menengakr kurikulum Pendidik dan

ketenagapendidikan, petrzinan pendidikan, bahasa

dan sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya'

e. pelaksanaa-n fungsi lain yang diLrerik-an oleh

Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya'

(4) Organisasi Dinas Pendidikan merupakan Tipe A,

terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dati 2 (dua)

Subbagian, 4 (empat) Bidang dan Kelompok Jabatan

Fungsional, dengan susunan sebagai berikut:

a. Dinas;

h. Sekretariat, terdi.ri dari :

1. Subbagian Umum dan KePegawaian;

2. Subbagian Keuangan;

c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;

d. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan:

e. Bidang Pendidikan Khusus;

f. Bidang Pembinaan dan Ketenagaan;

g- Cabang Dinas Medan Utara dengan cakupan kerja

Kota Medan terdiri dari:

1. Cabang Dinas;

2. Subrbagian Tata Usaha;

3. Seksi Sekolah Menengah Atas;

4. Seksi Sekoiah Menengah Kejuruan.

h. Cabang Dinas Medan Selatan dengan cakupan

kerja Kota Medan Timur, terdiri dari:

t. Cabang Dinas;

2. Subbagian Tata Usaha;

3" Seksi Sekolah Menengah Atas;
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n. Cabang Dinas Balige dengan cakupan kerja
Kabupaten Tapanuli utara dan Kabupaten Tobra,

terdiri dari:

1. Cabang Dinas;

2. Subbagian Tata Usaha;

o. Cabang Dinas Sibolga dengan cakupao ke:rja

Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga
terdiri dari:

1. Cabang Dinas;

2. Subbagian Tata Usaha;

p. Cabang Dinas Gunungtua Cengan cakupan kerja
Kabupaten Padanglas.as dan Kabupaten
Padanglaviras Utara, terdiri cla_ri:

1. Cabang Dinas;

2. Subbagian Tata Usaha;

q. Cabang Dinas Sidimpuan dengan cakupan kerja
Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten
Mandailing Natal dan Kota padangsidimpuan,

terdiri dari:

i. Cabang Dinas;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Sekolah Menengah Atas;

4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;

r. Cabang Dinas Rantauprapat dengan cakupan
kerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan
Kabupaten Labuhanbatu, terdiri dari:

L. Cabang Dinas;

2. Subbagian Tata Usaha;

s. Cabang Dinas Tanjungbalai dengan cakupan ker"ja

Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kota

Tanjungbalai, terdiri dari:

1. Cab,ang Dinas;

2. Subbagian Tata Usaha;

t. Cabang Dina-s Kisaran dengan cakupan kerja
Kabupaten Batubara dan Kabupaten Asahan,

terdiri dari:

1. Cabang Dinas;
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2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Sekolah Menengah Atas;

4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;

u. Cabang Dinas Kabanjahe dengan cakupan kerja

Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi dan Kabupaten

Pakpak Bhar:at. terdiri dari:

1. Cabang Dinas;

2. Subbagian Tata Usaha;

v. Cabang Dinas Gunungsit<lli dengan cakupan kerja

Kakrupaten Nias, Kabupaten Nias Utara dan Kota

Gunungsitoli, terdiri dari:

1. Cabang Dinas;

2. *aubbagian Tata Llsaha;

w. Cabang Dinas Teluk Dalam dengan cakupan kerja

Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias

Barat, terdiri dari:

1. Cabang Dinas;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Sekolah Menengah Atas;

4- Seksi Sekolah Menengalr Kejuruan;

x. Cabang Dinas Sunggal dengan cakupan kerja

Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari:

1. Cabang Dinas;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Sekolah Menengah Atas;

4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;

y= Kelornpok Jal--,atan FungsionaL.

(5) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran i sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 4 diubah sehingga

hrerbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

{1} Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jaw,aLr

kepada Gubernur meialui Sekretaris Daerah.
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(2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan

urusan Kesehatan yang menjadi kewenangan dan

tugas pembantuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat {21 Dinas Kesehatan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyelenggaraan perllmusan kebijakan upaya-

upaya pembangunan kesehatan di bridang

kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan

pengendalian penyakit, bidang pelayanan

kesehatan, bidang sumber daya kesehatan sesuai

dengan lingkr:pnya-.

b. penyelenggaraan kebijakan upaya-upaya

pembangunan kesehatan di bidang kesehatan

mas3rarakat, bidang pencegahan dan pengendaiian

penyakit, bidang pelayanan kesehatan sesuai

dengan bidang lingkupnya.

c. penyelenggaraan monitoring evaluasi dan pelaporan

u.paya-upa]/a pembangl-tnan kesehatan di bidang

Kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan

pengendalian penvakit, bidang pelayanan

kesehatan, bidang sumber daya kesehatan sesuai

dengan bidang lingkupnya.

d. pen5relenggaraan administrasi upaya-upaya

pembangunan Kesehatan di bidang kesehatan

mas3ra12ka1, Lridang peacegahan dan pengendalian

penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang

sumber daya kesehatan sesuai dengan bidang

iingkupnya.

e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh

Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Organisasi Dinas Kesehatan merupakan Tipe A, terdiri

dari 1 {satu) Sekretariat yang terdiri dari 1 (satui

Sutrbagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari

masing-masing 2 (seksi) dan Kelompok Jabatan

Fungsional, dengan susunan sebagai berikut :
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a. Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

Subbagian lJmum dan KePegarvaian;

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizr;

2. Seksi Kesehata.n Lingkungan da:r Kesehatan

Kerja.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

terdiri dari :

1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular;

2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tidak men:-rla-r.

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan

Tradisional;

2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terd"iri dari :

1. Seksi Kefarmasian;

2. Seksi Alat Kesehatan d.an Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT);

g. Unit Pelaksana Teknis Rurnah Sakit Khusus Mata,

terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelayanan Medik;

4. Seksi Penunjang Medik;

h. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Khusus Paru,

terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelayanan Medik;

4. Seksi Penunjang Medik;

i. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Kusta Lau

Simomo, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknisl

2. Subbagian Tata Usaha;
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3. Seksi PelaYanan Medik;

4. Seksi Penunjang Medik;

j. Unlt Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan'

terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis

2. Sutrbagian Tata Usa-ha

3. Seksi Laboratorium Klinik;

4, Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat;

k.UnitPelaksanaTeknisPelatihanKesehatan,terdiri
dari:

1. Unit Pelaksana Teknis

2. Subbagian Tata Usaha

3. Seksi Perencanaa-n, Monitoring da'n Evalu-asi;

4. Seksi Pengajaran;

L Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Indrapura'

terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi PelaYanan Medik;

4. Seksi Penunjang Medik;

m. KelomPok Jabatan Fungsional'

(5) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Ii sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini'

3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 5 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi merupakan

unslrr pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di ba-r.trah

dan bertanggung jarvab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat {l) mempunyai tugas membantu

Gubernur melaksanakan Llrusan Bina Marga dan Bina

Konstruksi yang menjadi keu,enangan dan tugas

pemhantlran.
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(3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
men3relenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan jalan dan jembatan, jasa
konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya.

b. pelaksanaan kebijakan jaian dan jembatan, jasa
konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya.

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan jaran dan
jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang
lingkupnya.

d. pelaksanaan administrasi jalan dan jembatan, jasa
konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnva"

e- pelaksanaan tugas lain yang diberik_an oleh
Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) sekretariat
yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian, 4 (empat) Bidang
dan Kelompok Jabatan Fungsional, d.engan susunan
sebagai berikut:

a. Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Keuangan;

c. Bidang Perencanaan dan Evaluasi;

d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
e. Bidang Pemeliharaan JaLan dan Jembatan;
i Bidang Bina Konstruksr;

g. Unit Pelaksana Teknis Workshop dan peralatan,

terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Operasionai;

4. Seksi Pemeiiharaan;

l'r. Llnit Pelaksana Tekni-s Laboratoriurn Bahan

Konstruksi, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknisl

2. Subbagian Tata Usaha;
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3. Seksi Pengujian Bahan dan Geologi;

4. Seksi Pengendalian Mutu;

i. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan

Medan, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. SubLragian Tata Usatra;

3. Seksi Pembangunan;

4. Seksi Pemeliharaan;

j. unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Binjai,

terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembangunan;

4. Seksi Pemeliharaan;

k. unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Tebing

Tinggi, terdiri dari:

1. Unit PeLaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembangunan;

4. Seksi Pemeliharaall;

1" Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan

Siantar, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembangunan;

4. Seksi Pemeiiharaan;

m. Ijnit Pelaksana Teknis Jalan dan Jeml:atan

Tanjung Balai, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembangunan;

4. Seksi Pemeliharaan;

n. unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Dol0k

Sa-nggul, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi PemLrangunan;
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4. Seksi Pemeliharaan;

o. Unit Pelaksana Teknis Jalan
Padangsidimpuan, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembangunan:

4. Seksi Pemeliharaan;

p. Unit Pelaksana Teknis Jalan
Kotanopan, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2" Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembangunan;

4. Seksi Pemeliharaan;

q. Unit Pelaksana Teknis Jalan
Sidikalang, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembangunan;

4. Seksi Pemeliharaan;

r. Unit Pelaksana Teknis Jalan

Kabanjahe terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembangunan;

4. Seksi Pemeliharaan;

s. Unit Pelaksana Teknis Jalan

Rantauprapat terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembanguflan;

4. Seksi PemeliharaarT;

t. Unit Pelaksana Teknis Jalan

Sibolga terdiri dari:

1. Lloit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pernbangunan;

4. Seksi Pemeliharaan;

dan

dan

dan

dan

dan

dan

Jembatan

Jembatan

Jembatan

-Iembatan

Jembatan

Jembatan
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u. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan
Gunr.rng Tua terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembangunan;

4. Seksi Pemeliharaan;

v. unit Pelaksana Teknis Jaian dan Jembatan
Tarutung, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembangunan;

4. Seksi Pemeliharaan;

!q. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan

Gunungsitoli terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembangunan;

4. Seksi Pemeliharaan

x. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5i Ragan Organisasi Dinas Bina Marga dan Bina
Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran

III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan ayat {4} dan ayat (5) Pasa1 6 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasai 6

{1} Dinas Perr-rmahan dan Kaurasan Fermukiman
merupakan Ltnsur pelaksana Pemerintah provinsi,

yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas,

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas membantu Gubernur melaksanakan urusalL

perurnahan dan Kas'asan permukiman yang menjadi

kewenangan dan tugas pembantuan.
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{3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) Dinas perumahan dan Kawasan
Permukirnan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan perumahan, Kawasan

permukiman, perumahan dan Kawasan
rrermukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas
umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan
registrasi bidang perumahan dan Kawasan
permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi
sesuai dengan bidang lingkupnya.

b. pelaksanaan kebijakan perumahan, kau,asan
permukiman, perumahan dan kawasan
permukiman kumuh, prasarana dan sa-rana, utilita-s
umum, serti{ikasi kualifikasi, klasifikasi dan
registrasi bidang perumahan dan kawasan
permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi
sesuai dengan bidang lingkupn-ya.

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perumahan,
Kawasan permukiman, perumahan dan Kawasan
permu-kiman kumuh, prasarana dan sarat-ta utilitas
umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan
registrasi bidang perumahan dan Kawasan

permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi
sesuai dengan bidang lingkupnya.

(4) Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman merupakan Tipe A, terdi.ri dari 1 (satu)

Sekretariat yang terdiri dari 2 {dua} Subbagian, 4

(empat) Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional,

dengan susunan sebagai berikut :

a. Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Keuangan;

. Rirlano Rrrrnrh TTrnrrrn'
v . 

^^ 
q.^.,

c1. Bidang Rumah Swadaya;

e , Bidang Kawasan Permukimanl

f. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
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g. Keiompok Jabatan Fungsional.
(5) Bagan organisasi Dinas perumahan dan Kawasan

Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

5' Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) pasal 7 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

{1} Dinas sr-rmber Daya Air, cipta Karya dan Tata R-uang
merupakan unsur pelaksana pemerintah pror.insi,

yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas,
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Sumber Daya Air, cipt a Karya dan Tata Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan
Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang yang
menjadi kewenangan dan tugas pembantuan.

(3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat {21 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan
Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan sumber
daya air minum, air limbah, persampahan,

drainase, permukiman, bangunan Gedung,

penataan bangunan dan lingkungan, penataan

ruang sesuai dengan bidang lingkupnya;

b. penyelenggaraan kebijakan sumber daya atr, air
minum, air iimbah, persampahan, drainase,

permukiman, bangunan gedung, penataan

trangunan dan lingkungan, penataan ruang sesuai

dengan bidang lingkupnya;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan sumLrer

daya air, air minum, air limbah, persampahan,

drainase, permukiman, bangunan gedung,

penataan bangunan dan lingkungan, penataan

ruang sesuai dengan bidang lingkupnya;
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d. penyelenggaraan administrasi sumber daya air, air
minum, air iimbah, persampahan, drainase,

permukiman, bangunan gedung, penataan

bangunan dan lingkungan, penataan ruang sesuai

dengan bidang lingkupnya.

e. penyelenggaraan tuga.s lain yang diberikan oleh

Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

{4} Organisasi Dinas Sumtrer Daya Air, Cipta Karya dan

Tata Ruang merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu)

Sekretariat yang terdiri" dari 2 (dua) Subbagian, 4
(empat) Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional,

dengan susunan sebagai berikut :

A T)inas.'

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Keuangan;

c. Bidang Pengembangan Jaringan Sumber Air;

d. Bidang Cipta Karya;

e. Bidang Tata Ruang;

f. Bidang Jaringan Pernanfaatan Air;

g. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Irigasi Wampu-

Besitang terdiri:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. SuLrbagian Tata Usaha;

3. Seksi Sungai, Danan, Waduk dan pantai;

4. Seksi Irigasi dan Rawa;

h. Unit PeLaksana Teknis pengelolaan Irigasi Lau
Renun-Lau Biang terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan pantai;

4. Seksi Irigasi dan Rawa;

i. Unit Pelaksana Teknis pengelolaan Irigasi

Bela,rn an-Padang terCiri dari.:

1. IJnit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Uoe*ra;

3. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
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p. unit Pelaksana Teknis pengelolaan Irigasi Nias

terdiri dari:

i. Unit Peiaksana Tcknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Sungai, DanaLl, Waduk dan pantai;

4. Seksi Irigasi dan Ra',rra;

q. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Lubuk
Pakam terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Air Minum dan penyehatan Lingkungan;
4. Seksi Penataan Bangunan dan pengembangan

Permukiman;

r. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya
Rantauprapat terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Air Minum dan penyehatan Lingkungan;
4" Seksi Penataan Bangunan dan pengembangan

Permukirnan;

s. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya
Pematangsiantar terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Air Minum dan penyehatan Lingkungan;

4. Seksi Penataan Bangunan dan pengembangan

Permrrkiman;

t. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Sibolga
terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Air Minum dan penyehatan Lingkungan;
4. Seksi Penataan Bangunan dan pengembangan

Permukiman;

u. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya
Padangsidimpuan terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;
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2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Air Minum dan penyehatan Lingkungan;
4. Seksl Penataan Bangunan dan pengembangan

Permukiman;

v. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya
Kabanjahe terdiri dari:

a. Unit Pelaksana Teknis;

b. SuLrbagian Tata Usaha;

c. Seksi Air Minum dan penyehatan Lingkungan;
d. Seksi Penataan Bangunan dan pengembangan

Permukiman;

w. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya
Gunrtngsitoli lerdi ri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Suhbagian Tata Usaha;

3. Seksi Air Minum dan penyehatan Lingkungan;
4. Seksi Penataan Bangunan dan pengembangan

Permukiman;

x. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Fagan Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Cipta
Karya dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

6. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) pasal g diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal I
{1) satuan Polisi parnong praja, u.nsur pelaksana

Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang
Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Satuan Polisi Pamong praja, mempunyai tugas
melaksanakan penlmsunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang
administrasi umum rnemelihara dan

menyelenggarakan dan pembinaan ketenteraman dan
ketertiban rlmum, operasional dan pengawasan,
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hubungan antar Lembaga dan pengawasan serta
penyidikan dan penyusutan penegakan peraturan

l)aerah dan Peraturan Gubernur danf atau Keputusan

Gubernur serta tugas pembantuan.

(3) Untuk mela.ksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada aSrat {21 Satuan polisi pamong praja

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan ketenteraman dan ketertiban
umrlm, bencana, kebakaran sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan ketenteraman dan

ketertiban umum, bencana, kebakaran sesuai

dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ketenteraman

dan ketertiban rtmum, bencana, kebakaran sesuai

dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi dan ketenteraman dan
keterti.ban umrlm, bencana, kebakaran sesuai

dengan lingkup tugasnya;

e- pelaksa-naan tr_rgas lai.n yang d-iberikan oleh

Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Organisasi Satuan Polisi pamong praja merupakan
Tipe A, terdiri dari 1 (satu) sekretariat yang terdiri dari
3 (tiga) SubLragian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri
dari masing-masing 2 (seksi) dan Kelompok Jabatan
Fungsional, dengan sttsunan sebagai berikut :

a" Satuan;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum Dan Kepegawaian;

2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Program, Akuntabilitas dan

Informasi Publik.

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan terdiri
dari :

1. Seksi Pen5relidikan dan Penyidikan;

2" Seksi Pengawasan dan Bina penyidik pegawai

Negeri Sipil.
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d. Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman
Masyarakat, terdiri dari :

1. Seksi Operasi dan pengendalian;

2. Seksi Monitor dan pengawalan;

e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari :

1. Seksi Pelatihan Dasar;

2. Seksi Data dan pengembangan.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

1. Seksi Satuan perlindungan Masyarakat;

2. Seksi Bina penyelamatan dan Kebakaran.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Organisasi Satuan polisi pamong praja

sebagaimana tercantum dalam Lampiran vI sehaga,i

bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan

Gubernur ini.

7. Ketentuan ayat i4) dan ayat {s) pasal 9 d:iubatr se}ringga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Dinas sosial merupakan unsur peraksana pemerintah

Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas,
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

{2} Dinas Sosial sebagaineana d,irnaksud pad_a ayat (1}

mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan urusan sosial yang menjadi
kewenangan dan tugas pembantllan.

(3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan pemberdayaan sosiai,

penanganan \4rar-ga negara imigran korban tindak
kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan, dan
jaminan sosial, penanganan bencana dan tarnan
makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial,
penanganan warga negara imigran korban tindak
kekerasan, rehabilitasi sosial perlindungan, dan
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jaminan sosial, penanganan bencana dan taman
makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan peiaporan

pemberdayaan sosial, penanganan warga negara

imigran korban tindak kekerasan, rehabilitasi
sosial perlindungan dan jaminan sosial,

penanganan bencana dan taman makam pahlawan

sesuai dengan iingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi pemberdayaan sosial,

penanganan \,varga negara imigran korban tindak
kekerasan, rehabilitasi sosial perlindungan, dan
jaminan sosial, penanganan bencana dan taman
makam pahlanvan sesr:ai dengan lingkup tuga,snya;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) organisasi Dinas Sosial merupakan Tipe A, terdiri dari
1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua)

Subbagian, 4 (empat) Bidang dan Kelompok Jabatan
Fungsional, dengan susunan sebagai berikut :

a. Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Keuangan.

c. Bidang Pemberdayaan Sosial;

d. Bidang Rehabilitasi Sosial;

e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

f. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
g. Unit Pelaksana Teknis pelayanan Sosial Lanjut

Usia Dinas Sosial Binjai terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan;

h. Unit Pelaksana Teknis pelayanan Sosial Lanjut
Llsia Dinas Sosi.al Kisaran, R-antau prapat terdiri
dari:

1, Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagi.an Tata Usaha;
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3. Seksi Pengasuhan Kisaran;

4. Seksi Pengasuhan Rantau prapat;

i. Unit Pelaksana Teknis pelayanan Sosial

Tunarungu Wicara dan Lanjut Usia Dinas Sosial
Siantar terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Tunarungu
Wicara;

4. Seksi Pengasuhan Lanjut Usia;
j. Unit Pelaksana Teknis pelayanan Sosial Anak dan

Lanjut Usia Dinas Sosial Siborong-borong terdiri.

dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan Anak;

4. Seksi Pengasuhan Lanjut Usia;

k. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak
Remaja Dinas Sosial Tanjung Morawa terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan;

4. Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut;
1. Unit Pelaksana Teknis peiayanan Sosial

Geiandangan dan Pengemis Dinas Sosial Binjai
terdiri dari:

1- Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial;

4. Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut;
m.Unit Pelaksana Teknis pelayanan Sosial Tuna

Netra Dinas Sosial Sei Buluh Serdang Bedagai

terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan dan Rehai:ilitasi Sosiall

4. Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.
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n' unit Pelaksana Teknis pelayanan sosiar runa
Netra dan Tuna Daksa Dinas Sosial Tebing Tinggi
terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Tuna
Netra;

4. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Tuna

Daksa.

o. Unit Pelaksana Teknis pelayanan Sosial Anak
Dinas Sosial Sidempuan terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subhagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan;

4. Seksi Terminasi dan pembinaan Lanjut;
p. Unit Pelaksana Teknis pelayanan Sosial

Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial

Pinangsori terdiri dari.:

1. Unit Pelaksana Teknis;

?. Subbagian Tata Lrsaha;

3. Seksi Pengasuhan dan Rehabiiitasi Sosial;

4. Seksi Teminasi dan Pembinaan Lanjut;
q. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak

Dinas Sosiai Sidikalang-Kabanjahe terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasr-rhan Sidikatang;

4. Seksi Pengasuhan Kabanjahe.

r. Unit Pelayanan Teknis pelayanan Sosial Wanita
Tuna Susila dan Tuna Laras Dinas Sosial Brastagi
terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial
Wanita Tuna Susila;

4. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Tuna

Laras;
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s. unit Pelaksana Teknis pelayanan Sosial Eks Kusta
Dinas Sosial Belidahan-sicanang terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknls;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi sosial
Belidahan:

4. seksi pengasuhan ctan Rehabilitasi Sosial
Sicanang;

t- unit Pelaksana Teknis pelayanan sosial Eks Kusta
Dinas sosial Lau simomo-Huta sarem terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosiai L.au-

Simomo;

4. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosiar Huta
Salem;

u. Unit Pelaksana Teknis pelayanan sosial Anak
Dinas Sosial Gunungsitoli terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tat_a Usaha;

3. Seksi Pengasuhan;

4. Seksi Terminasi dan pembinaan Lanjut;
v. Unit Pelaksana Teknis perayanan sosiar Anak

Balita Dinas Sosial Medan terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan;

w. unit Pelaksana Teknis pelayanan Sosial Anak
Dinas Sosial Penyabungan terdiri dari:
1. Subbagian Tata Usaha;

2. Seksi Pengasuhan;

3. Seksi Terminasi dan pembinaan Lanjut;
x. Kelompok.Iabatan Fungsional.

[5] Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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8. Ketentuan ayat {4) dan ayat (5} Pasal 10 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1O

(1) Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana

rlrusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas. berkedudukan di bawah dan

bertanggung jaw'ab kepada GuLrernur melalui

Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai tugas melaksanakan u.rusan tenaga

kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan

Provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah

Pr"orrinsi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2| Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan pelatihan kerja dan

produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga

kerja hubungan industrial, pengawasan

ketena,gakerjaan dan tra:rsmigrasi sesu.a-i Cengan

lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan peiatihan kerja dan

produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga

kerja hubungan industrial, pengawasan

ketenagakerjaan, perencanaan kawasan

transmigrasi pembangunan kawasan transmigrasi

pengeml-.a-r-rgan ka.rasasr transrnigrasi, sesr;ai

dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan peiatihan

kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan

tenaga kerja hubungan industrial, pengawasan

ketenagakerjaan, perencanaan kawasan

transmigrasi pengembangan kawasan trasmigrasi
qcqr rai rlcncran linokrrn lrlcras.t'r\/a'

d. pelaksanaan administrasi pelatihan kerja dan

produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga

kerja hubungan industrial, pengawasan
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ketenagakerjaan, perencanaan kawasan
transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi,
pengembangan Karnasan transmigrasi sesuai
dengan tugasnya;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Organisasi Dinas Tenaga Keda merupakan Tipe A,
terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 5rang terdiri dari 1

(satu) subbagian dan 4 (empat) Bidang yang tercriri
d"ari masing-masing 2 (seksi) dan Kelompok Jabatan
Fungsional, dengan susunan sebagai berikut :

a. Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

Subbagian Umum dan Kepegar.vaian;

c. Bidang Pembinaan, pelatihan dan penempatan

Kerja terdiri dari :

1. Seksi Pengembarrgan periuasan Kesempatan

Kerja;

2. Seksi Latihan, Standarisasi dan Kompetensi
Ker'ia

d. Bidang Hubungan Industrial, terd.iri dari :

1. Seksi Persyaratan Kerja;

2. Seksi Penyelesaian perselisihan.

e. Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan terdiri dari :

1. Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;

2. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan
Kerie'

f. Bidang Ketransmigrasian, terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan permukiman;

2. Seksi PemLrinaan Ekonomi Transmigrasi.
g. Unit Pelaksana Teknis pelatihan Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja terdiri dari:

1. Unit Peiaksana Teknis;

2. SubLragian Tata Lrsaha;

3. Seksi Penyiapan Tenaga Kerja Terampil;
4, Seksi Pelatihan Kompetensi dan Berbasis

Masyarakat;
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Unit Pelaksana Teknis Pengawasan

Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja'

dengan cakupan kerja Kota Med'an' Kota Binjai'

Kabupaten Langkat, berkedudukan di Kota Medan

terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis:

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Penegakan Hukum;

4. Seksi. Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan

Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja

dengan cakupan kerja Kabupaten Deli Serdang,

Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi,

berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, terdiri

dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Penegakan Hukum;

4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Unit Pelaksala Teknis Penga-r.vasan

Ketenagakerjaan Wiiayah III Dinas Tenaga Kerja,

dengan cakupan kerja Kota Pematang Siantar,

Kabupaten Simaiungun, Kabupaten Toba,

Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten

Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, berkedudukan di

Kota Pematang Siantar terdiri dari:

L. IJnit Pela&sana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Penegakan Hukum;

4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan

Ketenagakerjaan Wilayah IV Dinas Tenaga Kerja,

dengan cakupan kerja Kota Tanjungbalai,

Kabupaten Asaha-n, Kabupa-ten Batubara,

Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten

Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu

1

I
J'

k
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Selatan, berkedudukan di Labuhanbatu terdiri

dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Penegakan Hukum;

4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

1. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan

Ketenagakerjaan Wilayah V Dinas Tenaga Kerja,

dengan cakupan kerja Kota Padangsidimpuan,

Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten

Mandaiiing Natal, Kabupaten Padang lawas dan

Katrupaten Padanglawas Utara, berkedudukan di

Kota Pad angsid impuan terdiri d-arr:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Penegakan Hukum;

4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

m. Unit Pelaksana Teknis Pengarnrasan

Ketenagakerjaan Wilayah VI Dinas Tenaga Kerja,

dengal cakupan kerja Kcta Siboiga, Kabupaten

Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara,

Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota

Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias

Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias

Selatan, berkedudukan di Kota Sibolga terdiri dari:

1" Unit Pelaksana Teknis;

) Srrlrhaoian Teta trlsahn'vtn3+l4'

3. Seksi Penegakan Hukum;

4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Keria;

n. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

9" Ketentuan ayat (4) dan ayat i5) Pasal 11 diubah sehingga

berbun3ri sebagai berikut :



- J^!. -

Pasal 1 1

(i) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah

Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas,

berkedudukan di barn ah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalu.i Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

yang menjadi kewenangan Provinsi dan tugas

pemtrantuan kepada daerah Provinsi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan

di bidang pemberdayaar' perempuan dan

perlindungan anak;

b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan

penJru.su.n-an kebijakan teknis Llrusarr pemerintahan

di bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak;

c. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan

dibidang pemtrerdayaan perempuan dan

perlindungan anak;

d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan

kebijaka-n di bidang pencegahan dan penan"ganan

kekerasan terhadap perempuan dan anak;

e. perlyusunan program kerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak;

f. penyelenggaraan pelayanan periindungan bagi

perempuan dan anak yang mengal.ami kekerasan;

g. fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan di bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

h. monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian

kegiatan pernberdayaan perempuan dan

perlindungan anak;
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i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama kepada

seluruh stakeholder di provinsi dan
KabupatenlKota se Sumatera Utara;

j. perumusan Sistem Informasi Gender dan Anak

serta pengelolaan website;

k. pelaksanaan pengelolaan dan pen3relesaian ,kasus

kekerasan perempuan dan anak;

1. pelaksanaan pembinaan layanan di bidang
pemberdayaan perempuan dan anak;

m. penyampaian laporan penyelenggaraan peiayanan

dan pendampingan penanganan kasus kekerasan

perempuan dan anak ke Kementerian

Pemberda-yaan Perempuan dan perlindungan Ana-k

RI;

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur
terkait dengan tugas dan fungsinya;

o. pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan

tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan perempuan

dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

(4) Crganisasi Dinas Pemberdaj.aan perempuan dan

Perlindungan Anak, merupakan Tipe A, terdiri dari 1

(satu) Sekretariat yang terdiri dari 1 (satu) Subbagian,

4 (empat) Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsionai,

dengan susunan sebagai berikut :

a. Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

Subbagian l-irnq* dan Kepegarvaian.

c" Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;

d. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak;

e. Bidang Pemenuhan Hak Anak;

f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak

Khusus Anak;

g. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan perempuan

dan Anak terdiri dasi:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. $ubbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengaduan;
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4. Seksi Tindak Lanjut;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan organisasi Dinas pemberdayaan perempuan

,dan Perlindungan Anak sebagaimana

dalam Lampiran IX sebagai bagian
te,rpisah-kan dad _Pe;aturan Gube_rnu_r inj,

tercantum

yang tidak

1o. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) pasal 12 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

pasal 12

(1) Dinas Ketahanan pangan dan peternakan merupakan
unsur pelaksana pemerintah provinsi, yang dipimpin
oleh s-eor,ang Kepala Dinas, berkedrrdrrkan .dih.arv.ah

dan bertanggungiawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Ketahanan pangan dan peternakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
yang menjadi kewenangan provinsi dibidang
Ketahanan Pangan dan peternakan serta tugas
pembantuan.

{3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat t2l Dinas Ketahanan pangan dan
Peternakan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan pangan,
berdasarkan kedaulatan dan kemandirian,
penyelenggaraan ketahanan paregan, penanganan
dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan
peternakan sesuai dengan lingkup bidang
tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pangan
berdasarkan kedaulatan dan kemandirian,
penyelenggaraalr ketahanan pangan, penanganan

dan keranr.anan pangan, keamanan pangan .dan
peternakan sesuai dengan lingkup bidang
tugasnya;
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c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan

dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan

pangan, penanganan dan keraw-anan pangan,

keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan

lingkup bidang tugasn,rra;

d. pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pangan

berdasarkan kedaulatan dan kemandirian,

penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan

dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan

peternakan sesuai dengan lingkup tridang

tugasnya;

e, pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat

yang terdiri dari 1 (satu) Subbagian, 4 (empat) Bidang

dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan susunan

sebagai berikut :

n Tlinaq'
EJ14L4*t

b. Sekretariat, terdiri dari :

Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;

e. Bidang Kesehatan Hewan;

f. Bidang Peternakan;

g. Llnit Pelaksana Teknis Balai Pengaraiasan Mutu
dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

dan Peternakan terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengujian Mutu Pangan;

4" Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;

h" Unit Pel.aksana Teknis Inseminasi Buatan Dinas

Ketahanan Pangan dan Peternakan terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Tcknis;

2. Subbagian Tata Usaha;
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3. Seksi Produksi;

4. Seksi Pengujian dan Distribusi;
i. Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat

veteriner Dinas Ketahanan pangan dan peternakan

terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi HSrgiene dan Sanitasi;

4. Seksi Pangan dan Non pangan;

j. Unit Pelaksana Teknis Klinik Hewan Dinas
Ketahanan Pangan dan Peternakan terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelayanan Medik;

4. Seksi Penunjang dan Rekam Medik;
k. Unit Pelaksana Teknis pengujian dan

Pengembangan Pakan Ternak (p3Ti Sumatera Utara
Dinas Ketahanan Pangan dan peternakan terdiri
dari:

1. Lrnit PeLaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Mutu;

4. Seksi Teknis;

1. Unit Pelaksana Teknis pembibitan Ternak
Ruminansia Lobu Sona Dinas Ketahanan pangan

dan Peternakan terdiri dari:

1" Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengemtrangan dan produksi;

4. Seksi Pengujian dan Distribusi;
m. Unit Pelaksana Teknis pembibitan Ternak Unggas

dan Sapi Sihitang Dinas Ketahanan pangan dan
Peternakan terdiri dari:

1. Lrnit Pelaksana Teknis;

2" Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengembangan dan produksi;

4. Seksi Pengujian dan Distribusi;



-)t-

n. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan

Peternakan sebagaimana tercantum <laiam Lampiran

X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

11.I{etentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasai 13 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1-?

(1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana merupakan unsur peiaksana urusan

Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah.

(2i Dinas Pengend,alia:r Pendr-rduk dan Keluarga

Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunvai tugas melaksanakan urusan

pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang

menjadi kewenangan Provinsi dan tugas pembantuan

kepada daerah Provinsi.

(3) Untuk meLaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

nada a\.rnt 0\ Ilinas Penoendalial Pendr_r-duk danr--*'-'*J*-\-,

Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan pengendalian penduduk,

keluarga berencana, keluarga sejahtera

standarisasi dan sertifikasi sesuai dengan lingkup

tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk,

k-eluarga berencana, keiuarga sejahtcra

standarisasi dan sertifikasi sesuai dengan lingkup

tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengendalian

penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera

standarisasi dan sertifikasi sesuai dengan lingkup

tugasnya;
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d. pelaksanaan administrasi pengendalian penduduk,

keluarga berencana, keluarga sejahtera
standarisasi dan sertifikasi sesuai dengan lingkup
tugasnya:

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinva.

(4) Organisasi Dinas Pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana, merupakan Tipe B, terdiri dari 1

(satu) Sekretariat yang terdiri dari 1 (satu) Subbagian,

3 (tiga) Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional,

dengan susunan sebagai berikut;

a. Dinas;

h. Sekretaria-t, terdiri dari :

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

c. Bidang Keluarga Berencana;

d" Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

e. Bidang Pengendalian Penduduk;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

{5) Bagan Organisasi Dinas Pengendalian penduduk dan

Kel:-rarga Berencana set,agaima_na tercantum cl_alam

Lampiran XI setragai bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

12. Ketentuarr ayat (4i cian ayat (5) Fasal i4 eliubahr sehingga

berirunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur
pelaksana urusan Pemerintah provinsi, yang

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan
di barnah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
mela-1ui Sekretaris Daerah;

(2| Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) mempunyai tugas melaksanakan

urusan Lingkungan Hidup yang menjadi

kernrenangan Provinsi dan tugas pembantuan kepada

daerah Provinsi.


